
 
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK 
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA. 
2020 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN 
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN 
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL 
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.  
 
ABSTRAK : Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan dalam Pedoman Pembentukan 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  dalam Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati  dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman 
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang PedomanTeknis Pembentukan Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota;  

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman 
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, 
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.  
 
 



Dalam Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 diatur tentang :  
Menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 
Menetapkan perubahan Dokumen yang dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data 
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota, yaitu pada dokumen format Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; Pada 
saat Keputusan ini mulai berlaku: 1. proses Pembentukan Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas pemutakhiran Data Pemilih, dan 
Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara yang telah dilaksanakan sebelum 
ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan 2. proses 
pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas 
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara yang 
sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam 
Keputusan ini. 

  
CATATAN :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Maret 2020. 

-   Lampiran 35 Halaman  
 


